Disahkan Oleh

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KAEARSIPAN

Nomor SOP . 11 A . . B W R
[ TgiPembuatan 25-09-2018 TN .
TglRevisi 02-11-2022 AR IR
 TglPengesahan 281 F2018 R

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19641231 199011 1 005 B

(PPID) PEMBANTU

Nama StandarOperasionalProsedur :

UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

KualifikasiPelaksana

Dasar Hukum

1. UU No. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaaninformasiPublik

2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentangPelayananPublik

3. PeraturanPemerintahanNomor 61 Tahun 2010 TentangPelaksanaanUndang-UndangNomor 14 Tahun 2018

TentangKeterbukaaninformasiPublik
4.Peraturan KomisilnformasiNomor 1 Tahun 2010 tentangStandarLayananinformasiPublik

5. PeraturanKomisilnformasiNomor 1 Tahun 2013 tentangProsedurPenyelesaianSengketalnformasiPublik,

merupakanperubahandariPeraturanKomisilnformasi No. 2 Tahun 2010
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 TentangPedomanPengelolaanPelayananinformasi dan

DokumentasiKementrianDalam Negeri dan Pemerintahan Daerah

1.PemohoninformasiPublik

2.Petugas Front Office Sekertariat PPID
3. PPID Utama

4, PPID Pembantu

5. Atasan PPID

PeralatanPerlengkapan

Keterkaitan :

1. LembaranKerja dan RencanaKerja
2.Term OF Reference

3.Alat Tulis Kantor

4. Jaringan Internet

Pencatatan dan Pendataan

Peringatan : e n el eyt TR S ey AL

Disimpandalambentuksoftcopy dan
hardcopy

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download
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Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KAEARSIPAN
(PPID) PEMBANTU

Disahkan Oleh

Nomor SOP .12

| TglPembuatan 25-09-2018
TglRevisi 02-11-2022
TglPengesahan 25-11-2018 .

Kepala Dinas PerpuStakaan dan Kearsipian

SATRI, SE
Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19641231 199011 1 005

41

Nama StandarOperasionalProsedur :
PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

KualifikasiPelaksana

1.PemohoninformasiPublik

Dasar Hukum
1. UU No. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanlnformasiPublik

| 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentangPelayananPublik

| 3. PeraturanPemerintahanNomor 61 Tahun 2010 TentangPelaksanaanUndang-UndangNomor 14 Tahun 2018

| TentangKeterbukaaninformasiPublik

4.Peraturan KomisilnformasiNomor 1 Tahun 2010 tentangStandarLayananinformasiPublik

5. PeraturanKomisilnformasiNomor 1 Tahun 2013 tentangProsedurPenyelesaianSengketalnformasiPublik,

merupakanperubahandariPeraturanKomisilnformasi No. 2 Tahun 2010

i
| 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 TentangPedomanPengelolaanPelayananinformasi dan

3. PPID Utama
4. PPID Pembantu
5. Atasan PPID

PeralatanPerlengkapan

2.Petugas Front Office Sekertariat PPID

' DokumentasiKementrianDalam Negeri dan Pemerintahan Daerah

| Keterkaitan :

2.Term OF Reference
3.Alat Tulis Kantor
4. Jaringan Internet

1. LembaranKerja dan RencanaKerja

Pencatatan dan Pendataan

Peringatan :

Disimpandalambentuksoftcopy dan
hardcopy

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download
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T Nomor SOP ' .13
| TglPembuatan 25-09-2018

TglRevisi 02-11-2022 B
_ TglPengesahan 25-11-2018 o

; Disahkan Oleh

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR ‘ ShTRI SE
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KAEARSIPAN | Pangkat : Pembina Utama Muda

| Nip : 19641231 199011 1 005

(PPID) PEMBANTU .

| Nama StandarOperasionalProsedur :

' PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Dasar Hukum - .

KualifikasiPelaksana

1. UU No. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaaninformasiPublik

2. Undang-Undang No. 25 Tahun 20089 tentangPelayananPublik

3. PeraturanPemerintahanNomor 61 Tahun 2010 TentangPelaksanaanUndang-UndangNomor 14 Tahun 2018

TentangKeterbukaaninformasiPublik

4 Peraturan KomisilnformasiNomor 1 Tahun 2010 tentangStandarLayananinformasiPublik

5. PeraturanKomisilnformasiNoemor 1 Tahun 2013 tentangProsedurPenyelesaianSengketainformasiPublik,

merupakanperubahandariPeraturanKomisilnformasi No. 2 Tahun 2010

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 TentangPedomanPengelolaanPelayananinformasi dan

DokumentasiKementrianDalam Negeri dan Pemerintahan Daerah o S

_Keterkaitan:

_Peringatan :_ ——

1. PPID Pembantu
2. PPID Utama
3. Atasan PPID

_| PeralatanPerlengkapan
1. LembaranKerja dan RencanaKerja
2.Term OF Reference
3.Alat Tulis Kantor
4. Jaringan Internet

Pencatatan dan Pendataan
Disimpandalambentuksoftcopy dan
| hardcopy

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

e ————————
[ i L Pelaksana Pendukung
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egiatan { i
; PPID Pembantu | PPIDUTAMA | ATASAN Kelengkapan Waktu 3 O
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1 , ' 1. UU No. 14 Tahun 2008 " DIDP yang
| tentangKeterbukaaninformasi  telahdikumg
| ( ) Publik ‘ | mponen dar
{ I | Daerah
| 2, Undang-Undang No. 25 '
! Tahun 2009 |
E tentangPelayananPublik J
3. PP No. 61 Tahun 2010
tentangpelaksanaanUndang-
Undang No. 14 Tahun 2008
| tentangKeterbukaaninformasi |
! Publik ‘
| Mengumpulkanind=formasi dan dokumentasi yang berkualitas dan ‘
relevandengantupoksi masing-masing 4 I
komponenOrganisasiPerangkat Daerah, baik yang diproduksisendiri, PeraturanKomisiinformasiNo | !
| dikembangkan, maupun yang dikirmkepihaklain, yang berupaarsip mor 1 Tahun 2010 | Secarsberkals, :
statis maupundinamis, arsipaktifmaupunarsipinaktif dan arsip vital tentangStandarLayananinform . 0. dnet 1
| yang dikuasai. Informasi yang dilakukanmeliputjenisdokumen, asiPublik oot v f
| penanggungjawabpembuatan, waktu dan tempatpembuatan, ‘ lapsast
sertabentukinformasi yang tersediadalam hardcopy dan softcopy. 5
| Format pengisiandalampengumpulaninformasi dan dokumentasi di PeraturankomisiinformasiNo
masing-masing OrganisasiPerangkat Daerah mor 1 Tahun 2013
tentangProsedurPenyelesalan
SengketalnformasiPublik,
f merupakanperubahandariPera
- turanKomislinformasi No. 2 ’
Tahun 2010
1 6 Peraturan Menteri Daim
| ¢ Negeri Republik Indonesia
! Nomor 3 Tahun 2017
| TentangPedomanPengelolaan
| \ Pelayananinformasi dan
f DokumentasiKementrianDala
[ i 7 ) ! m Negeri |
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! Pengujaintentangkonsekuensidenganseksama dan ulls Kantor ‘ setiapsaat
{ penuhketelitiansebelummenyatakaninformasi dan

_ dokumentasipubliktertentudikecualikan oleh setiap orang

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Mendokumentasikaninformasipublikdalam bentuk softcopy dan
tempatpenyimpanandokumendalambentuk hardcopy dengan tata
carasepertimengarsipdokumen dan

. Laptop

Secaraberkala,
sertamerta, dan

DIDP[

dipisahkansesuaiklasifikasiinofrmasi dan dokumentasiwajib, AlatTulis Kantor setiapsaat
secaraberkala, sertamerta, dan setiapsaat. Perludibuat daftar
informasi dan dokumentasi yang dikecualikan
Surat Keput
Mengadakanrapatbersamaden yang ditand
gan PPID Utama dan PPID S il Atasan PPIC
Menetapkan DIDP secararesmi dan mengumumkankepadamasyarakat Pembantuuntukmenetapkan P
DIP Pembantu
’ Ad
Website OPD dan website wa::&:k&n,:
Utama Pemerintahan Daerah, Setelah DIDP Pamerintaht

Menetapkan DIDP ke website OrganisasiPerangkat Daerah masing-
masing dan website
utamapemerintahandaerahmaupunmelaluisaranainformasilainnya.

A

saranainformasilainnya yang
dimiliki oleh komponen dan
Pemerintahan Daerah

terkumpulditetapkan
oleh Atasan PPID

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KAEARSIPAN

(PPID) PEMBANTU

Nomor SOP .13 7
TglPembuatan 25-09-2018 Dz
TglRevisi 02-11-2022 A

| TglPengesahan 25-11-2018 il

Disahkan Oleh

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19641231 199011 1 005

Nama StandarOperasionalProsedur :
PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

[ Dasar Hukum

KualifikasiPelaksana

ol ol

o0

Undang-UndangNomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaaninformasipublik

Undang-UndangNomeor 25 Tahun 2009 tentangPelayananPublik

Undang-UndangNomor 43 Tahun 2009 tentangKearsipan

PeraturanPemerintahNomor 61 Tahun 2010 tentangPelaksanaanUndang-UndangNomor 14 Tahun 2008

tentangKeterbukaaninformasiPublik

PeraturanKomisilnformasiNomor 1 Tahun 2010 tentangStandarLayananinformasiPublik
PeraturanKomisilnformasiNomor 1 Tahun 2013 tentangProsedurpenyelesaiansengketainformasipublik,
merupakanperubahandariPeraturanKomisilnformasiNomor 2 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentangpedomanpengelolaanpelayananinformasi dan

dokumentasikementeriandalam negeri dan Pemerintah Daerah

1. MemahamiPeraturanBupatiNomor 39 Tahun 2019
tentangPedomanPelayananinformasiPublik dan
Dokumentasi di LingkunganPemerintahKabupatenLuwu
Timur

2. PetugasPelayananinformasi dan
Dokumentasimemilikikemampuan :

a) Melakukanpelayananpublik

b) Memahamipendokumentasian, kearsipan dan
pengelolaaninformasi

c) Memahamiteknologiinformasi

d) Memilikilatarbelakang Pendidikan yang
mendukungdalampelayananpengelolaaninformasi dan

Peringatan :

dokumentasi
Keterkaitan : PeralatanPerlengkapan
1. Komputer/ Laptop
2. Printer

3. Jaringan Internet
4. Rak/ffilling cabinet
5. Surat/nota dinas

Pencatatan dan_Pe_n_dataan

Disimpandalamb;ntuksoftcopy dan hardcopy

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KAEARSIPAN
(PPID) PEMBANTU

Nomor SOP .13
| TglPembuatan 25-09-2018
TglRevisi 02-11-2022 i
TglPengesahan 25-11-2018 -
Disahkan Oleh Kepala Dinas Peyppustakaan dan Kearsipian

SATRI, SE
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19641231 199011 1 005

Nama StandarOperasionalProsedur :
PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum

KualifikasiPelaksana

|

PONA

Ll

Keterkaitan:

Undang-UndangNomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaaninformasipublik

Undang-UndangNomor 25 Tahun 2009 tentangPelayananPublik

Undang-UndangNomor 43 Tahun 2009 tentangKearsipan

PeraturanPemerintahNomor 61 Tahun 2010 tentangPelaksanaanUndang-UndangNomor 14 Tahun 2008
tentangKeterbukaaninformasiPublik

PeraturanKomisilnformasiNomor 1 Tahun 2010 tentangStandarlLayananinformasiPublik
PeraturanKomisilnformasiNomor 1 Tahun 2013 tentangProsedurpenyelesaiansengketainformasipublik,
merupakanperubahandariPeraturanKomisilnformasiNomor 2 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentangpedomanpengelolaanpelayananinformasi dan
dokumentasikementeriandalam negeri dan Pemerintah Daerah

Keputusan BupatiLuwu Timur Nomor 75/D-17/I1l/Tahun 2020
tentangperubahanataskeputusanbupatitentangpenetapanpejabatpengelolainformasi dan dokumentasi

Peringatan :

1.

PeralatanPerlengkapan
1
r &
3.
4.
5.
Pencatatan dan Pendataan

Disimpandalambentuksoftcopy dan hardcopy

MemahamiPeraturanBupatiNomor 39 Tahun 2019

tentangPedomanPelayananinformasiPublik dan

Dokumentasi di LingkunganPemerintahKabupatenLuwu

Timur

PetugasPelayananinformasi dan

Dokumentasimemilikikemampuan :

e) Melakukanpelayananpublik

f) Memahamipendokumentasian, kearsipan dan
pengelolaaninformasi

g) Memahamiteknologiinformasi

h) Memilikilatarbelakang Pendidikan yang

mendukungdalampelayananpengelolaaninformasi dan

dokumentasi - M
Komputer / Laptop
Printer
Jaringan Internet
Rak/filling cabinet
Surat/nota dinas

SNSRIy .

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Nomor SOP Il.08
TglPembuatan 25-09-2018
TglRevisi 02-11-2022 .

25-11-2018

' TglPengesahan
Disahkan Oleh

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KAEARSIPAN

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19641231 199011 1 005

(PPID) PEMBANTU
Nama SOP

FasilitasiSengketalnformasi

KualifikasiPelaksana

Dasar Hukum
1. UU No. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaaninformasiPublik

2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentangPelayananPublik

3. PP No. 61 Tahun 2010 tentangpelaksanaanUndang-Undang No.14 Tahun 2008
tentangKeterbukaaninformasiPublik

4. Peraturan KomisilnformasiNomor 1 Tahun 2010 tentangStandarLayananinformasiPublik

5. PeraturanKomisilnformasiNomor 1 Tahun 2013
tentangProsedurPenyelesaianSengketalnformasiPublik,
merupakanperubahandariPeraturanKomisilnformasi No. 2 Tahun 2010

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017
TentangPedomanPelayananinformasi dan DokumentasiKementrianDalam Negeri dan

Pemerintahan Daerah

1.PemohonaninformasiPublik
2.Petugas Front Office Sekertariat PPID
3. PPID Utama

4. PPID Pembantu

5. Atasan PPID

PeralatanPerlengkapan

Keterkaitan :
2. SOP Pembuatan Surat
3. SOP Penerimaan Surat Bagian

3. SOP Pembuatan SK
4, SOP Pengiriman Surat

5. SOP PeminjamanRuangan

1.LembaranKerja dan RencanaKerja
2.Term of Reference

3.Alat Tulis Kantor
4. Jaringan Internet

Pencatatan dan Pendataan

_ Peringatan :
DisimpandalambentukSoftcopy dan hardcopy

|

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download
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[ # Tim fasilitasisengketainformasi di Diajukandalamw
ketual oleh PPID Utama dan aktu paling
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sesuzldengankebutuhan pantertulisdarlAt
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Sl

Tim
fasilitasisengketzinformasimelapor
kan proses
penanganansengketainformasikep
adaaiasan PPID

. Upzyapenyelesalansengkstalnform |
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Dipindai dengan CamScanner
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PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KAEARSIPAN

(PPID) PEMBANTU

Nomor SOP

TglPembuatan 25-09-2018 K o
TglRevisi 02-11-2022
| TglPengesahan 25-11-2018 /

Disahkan Oleh

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19641231 199011 1 005

Nama StandarOperasionalProsedur :
PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum

KualifikasiPelaksana

1. UU No. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaaninformasiPublik

2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentangPelayananPublik
' 3. PP No. 61 Tahun 2010 tentangpelaksanaanUndang-Undang No.14 Tahun 2008 tentangKeterbukaaninformasiPublik

| 4 Peraturan KomisilnformasiNomor 1 Tahun 2010 tentangStandarLayananinformasiPublik
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